
 

 

  
 

 

BUPATI JOMBANG           

PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI JOMBANG 

NOMOR 35 TAHUN 2021 

TENTANG 

STANDAR BIAYA UMUM 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG 

  TAHUN ANGGARAN 2022 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI JOMBANG,  

Menimbang :  a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (4) 

dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan dalam rangka 
pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 

tentang Standar Harga Satuan Regional sebagai pedoman 
dalam penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang 
Tahun 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Standar Biaya Umum; 

  b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, perlu menetapkan Standar Biaya Umum Tahun 

Anggaran 2022 dalam Peraturan Bupati; 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 

19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang  Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6532); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);  

8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021; 

9. Peraturan Presiden  Nomor 33 Tahun 2020 tentang 

Standar Harga Satuan Regional; 

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.05/2009 

tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi 
Pegawai Negeri Sipil; 

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2012 
tentang Perjalanan Dinas dalam Negeri Bagi Pejabat 
Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 
Tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja Dan Standar 

Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah; 

14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; 

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 

tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022; 

 

 



- 3 - 
 

 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 

2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 

Nomor 15/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2017 

(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 
Nomor 12/A);  

19. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 
2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 
2017 Nomor 6/E); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG 
TAHUN ANGGARAN 2022. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang. 

2. Bupati adalah Bupati Jombang. 

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut 
DPRD adalah DPRD Kabupaten Jombang. 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan 

Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama  
oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah.   

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah 

selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.  

7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 

disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah 
Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang 
juga melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah. 

8. Standar Biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai 
acuan perhitungan kebutuhan biaya bersifat umum maupun 

yang bersifat khusus. 

9. Standar Biaya yang bersifat umum yang selanjutnya disebut 

Standar Biaya Umum adalah satuan biaya berupa harga 
satuan, tarif dan indeks yang digunakan untuk menyusun 
biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai 

biaya masukan. 
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10. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan 

pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen 
masukan kegiatan. 

11. Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu 
tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan 

kegiatan. 

12. Indeks Biaya Masukan adalah satuan biaya yang merupakan 

gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk 
penghitungan biaya komponen masukan kegiatan. 

13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 

disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai 
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak 

sebagai Bendahara Umum Daerah. 

14. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD 

adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai 
Bendahara Umum Daerah. 

15. Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk 

melaksanakan tugas Bendahara Umum Daerah. 

16. Unit Kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu 

atau beberapa program. 

17. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah 

pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk 
melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang 
dipimpinnya.   

18. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA 
adalah pejabat yang diberikan kuasa untuk melaksanakan 

sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian 
tugas dan fungsi SKPD. 

19. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK 
adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk 
mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang 

dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja 
negara/anggaran belanja daerah.  

20. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya 
disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan 

fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. 

21. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya 
disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang 

melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu 
program sesuai dengan bidang tugasnya. 

22. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang 
ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, 

menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang 
pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada  
SKPD. 
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23. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang 

ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, 
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang 

untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan 
APBD pada SKPD. 

24. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang selanjutnya 
disingkat RKBMD adalah dokumen perencanaan kebutuhan 

barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

25. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya 
disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Pemerintah Kabupaten 

Jombang yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan 
Barang/Jasa. 

26. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak 
berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang  dapat 

diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan 
oleh Pengguna Barang.  

27. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja 

Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan 
oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia. 

28. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat 
fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan 

Langsung, Penunjukan Langsung dan/atau E-purchasing. 

29. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya 
disingkat LPSE adalah layanan pengelolaan teknologi 

informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan 
Barang/Jasa secara elektronik. 

30. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga 
tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pejabat Negara 
lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang. 

31. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah 

profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah 
dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi 

pemerintah. 

32. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut 

pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai 
pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh 
pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam 

suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara 
lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-

undangan. 

33. Pegawai Negeri Sipil adalah yang selanjutnya disingkat PNS 

adalah  warga negara Indonesia yang memenuhi syarat 
tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh 
pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan 

pemerintahan. 
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34. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang 

selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia 
yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan 

perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka 
melaksanakan tugas pemerintahan. 

35. Non-ASN adalah personil selain Pegawai Negeri Sipil Daerah 
dan PPPK. 

36. Non-PNS adalah personil selain Pegawai Negeri Sipil Daerah. 

37. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat 
SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang 

bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/Bendahara 
Pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran. 

38. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM 
adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA untuk 

penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban 
pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD. 

39. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat  

SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar 
pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan 

SPM. 

40. SPM Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah 

dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan 
SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak 
ketiga. 

41. Uang Persediaan yang selanjutnya di singkat UP adalah 
sejumlah uang tunai yang disediakan untuk satuan kerja 

dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari. 

42. SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA 

untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD 
yang dipergunakan sebagai UP untuk mendanai kegiatan 
operasional kantor sehari-hari. 

43. SPM Ganti UP yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah 
dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan 

SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya 
dipergunakan untuk mengganti UP yang telah dibelanjakan. 

44. SPM Tambahan UP yang selanjutnya disingkat SPM-TU, 
adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA untuk 
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD karena 

kebutuhan dananya melebihi dari jumlah pagu UP yang 
telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

45. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah 
dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang 

dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan 
keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah 
dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. 
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46. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah 

dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang 
dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk 

membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan 
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

47. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah 
dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN dan 

atau APBD provinsi yang dialokasikan kepada Daerah 
penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan 
tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 

48. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung 

terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan 
sekaligus. 

49. At-cost adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan 
pengeluaran riil yang ditunjukkan dengan bukti-bukti 

pengeluaran yang sah.  

50. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan 
bukti pengeluaran yang sah. 

51. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan 
dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan 

ketentuan yang berlaku. 

52. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja. 

53. Hari adalah hari kerja. 

54. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan 
perjalanan dinas. 

 
 

 
BAB II 

STANDAR BIAYA UMUM 

Pasal 2 

Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2022 adalah   

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 3 

Setiap SKPD atau Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah 
dalam melaksanakan program kerja dan kegiatan wajib 
berpedoman pada Peraturan Bupati ini. 
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BAB III 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang. 

 

Ditetapkan di Jombang 

Pada tanggal 13 September 2021 

BUPATI JOMBANG, 

 

           ttd 

 

   MUNDJIDAH WAHAB 

 

Diundangkan di Jombang 
Pada tanggal 13 September 2021                       

  SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN JOMBANG, 

 

          ttd 

 

     AKH. JAZULI 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2021 NOMOR         /A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lebih lengkap dapat diunduh pada link di bwah ini: 

https://drive.google.com/file/d/1iM3iHYOxVFU3mS96Dgt_vsrc0yfYxEk_/

view?usp=sharing 
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